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Aturan Pelaksana KUHAP
Diselesaikan Desember

Meski masih ada aturan turunan vang belum rampung, DPR dan pemeriniah sato suara
terkait pemberlakuan KUHAP bersamaan

JAKARTA. KOMPAS — Pemerintah
masih harus merampunghkan H-
@i b i bk fien-
ds ampingi  Kitab  Undang-un-
dang Flukum Acira Pidana atau
KUHAP DPR  mengingstkan
pemerintah untuk segera me-
nwelesaikan produk Bikum ter-
sebul agar KUTIAP bisa berlaku
bersamazn dendan Kitab Un-

dang-undang Hukum Pidana
atw KUHE per 2 Jouari
2026

Wakil Menteri Hukum Ed-
ward (08 Hi 'e_] menjelaskan,
hausil inventa i KUHAF Baru
mencatal 25 flem yang mem
butuhkan pengaturan lebih lan-
jut. Wamun, jumlzh im tidak
harts  diterjemahkan
menjadi 23 erllu.r.J.n pemirin
tah tetapi cubup tiga peraturan
pelak=ana

*Tadi, bukan  hesoti kit
membutuhkan 25 peraturan
pemerintah, tidake Nanti hanva
ada tiga aturan mrunan. Sat
perpres (pertumr presiden),
dua PP (peralumn pemerin-
tahy,”  war Edward, Rabu
(26,112025), di Kompleks Par-
lemen. Jakarta

Tiga peraturan pelaksna di
makswd meliputi Perpres ten-
tang Sistem [eradilan Pidana
Ferbasia Teknndngd  Informasi
dan PP omengenal mekanisme
restorubive  justice,  Keduanya,
menurt Edward. pembahasan-

mva telah mencapai #i L.
,-'.'Irlg
tentang Pe-

laksanaan KUHAP PP Nomor
Tabhun 1985 sehagai aturan
pelaksana KUHAP 981, menu
rut dia. nanti akan direvisi un-

tuk mensmpong seluruh ke-
tentuan  vang  didelegasikan
vlel umdang-undang b

Barmi sudaly melakukan -
pal dar hard Seain kemarin. nn
kamisetiap hari rapat ite, untuk
bentukan (peraturan pe-
" kata Edbvwrid

1,

ni franyva menvisakan dua
g hragih harus i

ahis, vakmethends damad dan
pengakuan bersalah. Kejake=aan
Agung menyanggupi uintuk me-
muntaskan  kedvamya dalam
watktu dekat.

“0Oleh kerena itu akan di-in-
aert. Insva Allah sebelum akhir
[hesembeer, semun PP dan per-
pres sudah selesu sehingea tak
ada lagi kerssuan untuk mene-
rapk*:n M H AP ahurrun KITHP

| cepat karena sehasian
besar ketentnan yang diperin-
tahkan KUHAF sudaf dintur
dalam peratieran Kapolri, per-
aturan Juksu Agung, dan per-
aturan Mahkamah Agung, "Ha-
mva tingzal dikompilasi. Thina-
ikkan ke PE™ tuburnys,

Ketua Komuisi I DPH Labs-
burokhman mengingatkan Ed-
ward terkait aturan furuman
FUTHAR imi Jalam Hapat Fanitia
Kema RUU Penyesuaian Pulana
di Gedung Parlemen pada hari
sama Produk hukum ini perha
regers dirampungkan agar KU-
LEAP bisa lungsumg bwerlaku,

“HUHAF ini. jangka waktu
berlabnn dan  pengesahannym
kan, singkat. Kita sudah antisi-
pasi betul agar KUIAP bisa

dengan KUHP per 2 Januari 2026

langsuny berlaku tanps adama
perundang-undangan penves-
aian vang havu, tinggal pera-
turan pemerintal saja,” ufprmya
dalam mpat kepada Edwand,

Menurut  Habiburokhman,
peratiran dalegatf ini farsehar
di berhegal institasi penegikan
hukum, mula dari kejuksaan,
kepolisian, hingga pendsdilan.
Aturan-tersebut akan menjadi
penduan dadam melaksanakan
KUILAF bag lembagi lembaga
tersebut.

Salah satu ateran gangmen-
Jodi sorotan redait denda danai
vang masuk dulam Lmgkop ke
jak=men. Hshibumekhman  ber-
harap semuamn bisa diselesai-
ko sehelum 2 Januari 20026,

“Lanya satu, sval denda da
i itu, ada sturannva di kejak-
saan sepertiapa Tetapi, ini den-
fiis e, Maka kit berhi-
rap peraluran pemerintah e
bait KUHAP ini selesai sebelum
2 Januari” ujarmya.

RUU Penyesuaian Pidana

Dadum Hapat Panitia Kerja
i Panja) BUT Penyesuaian Pida-
na hersama Komisi [T DPR,
Exldy lr||,|1\L||l|r f:LL ini pen
ting untuk d karena pe-
rintah dari KUHF baru. Hal
vang dihahas adalah nsulan pe-
merintah tentang penghapuesin
pidana munimum khusus di loar
KUHP Mamun. ini tidak ber-
lakas hagi kejahatan HAM berat,
termnrisme, pencucian uang dan
korupsi.

Dralam rapst dengar pends-
pat unem dengan Institute for
Crimimal  Justice  Heform
(ICJR), Komisi 111 DR men

dengarkan masukan [CJR ter-
kait RUTT Penyesuaian Pidana
DPR dan pemerisntab sepakat
rmermilai pernbabagan RUL ter-
sebat yang bertujuan menyin
kronkan ketentusn pidana da-
lam herhagai  undang-undang
Sektaral dan peratuean daersth
deagan UndangUndang No
mor ]l Tawn 2023 tentang
KITHE

Program & Mamager  1CJR
Ajeng Gundinit Kamilah meng
ungkapkan,  [CJR bersama

lemhaga Kajian dan Advokasi
Independenzi Peradilan (LalF)
serta Lodonesia Judicial  He
search Society  (LIRS)  telsh
mengidentifikasi beherapa per-
s n dari KUHP
Permasaluhan didapat s
mereka menvumpulkan  basis
data undang -undang dari 1967
hmmu 2029

“Rami mesemukan ada scki
tar 140 undang-ondang, itu ter-
masuk undang-undang darurat
dan px'r||[1|| I:||L'1;1h|l;|r| e i~
rinli sh ]n,[lg‘.‘g,mll LETT ng Ln
dang), vang perlu disesuaikan
dengan diberlakukannya KUHP
LT ujar Ajeng.

e mensebut terdapat Tima
hal vang perdu disesuatkan. Fer
tama, pidans minimum khusus.
HKedhaa, pidana kirungan karena
dalam KLHF baru jenis pidina
ind sudah bdak dikenal.

Ketigs, pidanz denda
tersebar di 159 undang-un L|1II
dengan sekitar LOUD Ketentuan
vang peru diharmonisasi. Ke-
empat. pidana dends minimal
wang tercantum dalam sekitar
00 ketentuan

Kelima, pidana penjara vang

bersitat kumulatit dengan den-
da, yang terdapat dalam sekdtar
72 undang-undang dan selatar
Al ketenbuan

Sctelah mendapal  temuan
berkaitan dengan KUHE ICJR
kemudian meneizah draf RIUU
Feriyes g di-
serahkan P'LJ'.I'.ILl'l[‘l'Ih pauda S
nin (240} Dari hasil telazh
tevsebut, 1CJH masih mencatat
sekitar 6 isu substansial dan 12
i redaksional yvang pedu d
benahi.

Ajeng menvampailkan bahwa
sebelimnga ICTR mengidenti-
fikasi sekitar 60 isu substansial
vang membutuhkan penyvem-
purnaan. “Wamun, sudah ada
heherapa pasal vang perlaban
diadupst oleh pemerintub, ada
diadopsi sebagian, din ada
tidak diadopsi,” ujama.

sjeng menuturkan, terdapat
kivenderungan tumpang tindih
dzn duplikssi ketentuan pidana
antara perda dan KITHP Kon-
dish ini perlu dicermati IR dan
pemerinteh mengingat [rdone-
sla memiliks 38 provinsl serta
ratusan ksbupaten kot yang
teris menghasilkan perda.

Berdasrkan temuan [CJR,
adi 27.215 perda vang memuat
ketentuan privasi seksusl Pa-
dahal, hal tersehut telah diatur
i KLHTP sehinggs: tumpang tin-
dih dun akan benmplkasi pada
penegakan hukum di lapangan.

Angenta Knmisi [H PR dari
Fraksi Partai Gﬂll..lr Rikwanto,
menvampaikan mesukan dari
[CJR penting untuk memasti-
kan pelaksanzan KITHE dan
KLUHAF Berjalan bail,

CHTG BUW)
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